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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Bank Syariah 
1. Defenisi Bank Syariah 
 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
beradasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum 
syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
31
 
Menurut Dadan Muttaqien
32
, bank syariah adalah bank yang tidak 
mengandalkan bunga dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun 
penyaluran dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan 
untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. 
Menurut Sudarsono
33
, bank syariah adalah lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 
dalam lalu lintas pembayaran serta peredaraan uang yang pengoperasiannya 
disesuaikan dengan prinsip syariah. 
Menurut Ascarya
34
, bank syariah adalah bank dengan pola bagi hasil 
yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam produk 
pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk-produk lainnya. 
                                                             
31
Dadan Muttaqien, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Kreasi Total 
Media, 2008,), hlm. 15-16. 
32
Ibid., hlm. 17 
33
Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Keempat, (Yogyakarta: 
Ekonosia, 2012),  hlm. 29. 
34
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 2. 
 34 
2. Falsafah Operasional Bank Syariah 
Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari 
keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh 
karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan 
menyimpang dari tuntutan agama, harus dihindari.
35
 
Menurut Muhammad
36
, menjauhi diri dari unsur riba, caranya: 
a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti 
keberhasilan suatu usaha. 
b) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya 
terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang 
mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang atau 
simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. 
c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang 
ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh 
kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. 
d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas 
hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. 
3. Fungsi Bank Syariah 
Menurut Sudarsono
37
,  bank syariah memiliki fungsi yang berbeda 
dengan bank konvensional. Fungsi dan peran bank syariah diantaranya 
tercantum dalam pembukuan standars akuntansi yang dikeluarkan oleh 
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AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institution) sebagai berikut: 
1. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik 
dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang 
diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang 
diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta 
pada keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya. 
2. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor 
(pemilik dana).  
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank 
syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan 
sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.  
4. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas 
keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk 
mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.  
4. Tujuan Bank Syariah 
Menurut Sudarsono
38
, bank syariah mempunyai beberapa tujuan 
diantaranya: 
a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, 
khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar 
dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha dan perdagangan lain yang 
mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut 
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selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif 
terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 
b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 
meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak 
terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak 
yang membutuhkan dana. 
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 
berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan 
kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian 
usaha. 
d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya 
merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. 
Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa 
pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus 
usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, 
pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program 
pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.  
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank 
syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya 
inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga 
keuangan.
39
 
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-
syariah. 
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5. Ciri-ciri Bank Syariah 
Menurut Sudarsono
40
, bank Syariah mempunyai ciri-ciri berbeda 
dengan bank konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai 
berikut: 
1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian 
diwujudkan dalam bentuk jumlah normal, yang besarnya tidak kaku dan 
dapat dilaksanakan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas 
wajar sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. 
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan 
pembayaran selalu dihindari. Karena persentase bersifat melekat pada sissa 
utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. 
3. Di dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan 
perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, 
karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek 
yang dibiayai bank hanyalah Allah semata. 
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 
penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank 
dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada 
proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip 
Syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. 
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi 
operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan 
pimpinan Bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.  
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6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak 
pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Juga mempunyai 
fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya kewajiban menjaga dan 
bertanggung jawab atas kemauan dana yang disimpan dan siap sewaktu-
waktu apabila dana diambil pemiliknya. 
Perbankan syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai 
Syariah. Salah satunya pelarangan unsur riba. Berikut dasar hukum perbankan 
menurut hukum Islam: QS: An-Nisa 161 
                          
            
Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya 
mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka 
memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah 
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu 
siksa yang pedih”.41 
 
6. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) 
Sebelum lahirnya BPRS di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu 
mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 
2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana 
BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. 
Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPRS. 
Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut.
42
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1. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki 
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan 
berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan 
atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum 
positif. 
2. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang 
bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang 
dari prinsip Syariah.  
3. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan 
Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama. 
4. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat 
ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain. 
5. Praktik operasional BPRS, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran 
pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan 
sistem bunga. 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prisnsip Syari’ah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk 
hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan 
Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank 
Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah 
kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank Perkreditan Syariah. Ini 
 40 
berarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPRS dengan 
Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS).
43
 
 Adapun kegiatan usaha dari BPRS intinya hampir sama dengan 
kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, 
penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah 
bahwa BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan 
giro.
44
 
 
B. Kebijakan Pengawasan 
1. Defenisi Kebijakan Pengawasan 
Dalam kamus manajemen arti dari kebijakan ( policy ) adalah 
pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk 
manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
45
 
Titmus mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang 
mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan 
menurut Titmus, kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-
oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action- oriented).
46
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Sedangkan pengawasan dapat didefinisikan sebagai cara suatu 
organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efesien, serta lebih jauh 
mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan adalah sebagai 
proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen 
tercapai.47 
Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai 
yang direncanakan. Suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar 
pelaksanaan untuk dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem 
informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang 
telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk 
menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara 
efektif dan efesien dalam mencapai tujuan perusahaan.
48
 
Pengawasan juga merupakan kegiatan penilaian terhadap organisasi/ 
kegiatan dengan tujuan agar organisasi/ kegiatan tersebut melaksanakan 
fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. 
Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan 
apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan 
maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan 
utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan 
menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka 
pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai 
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dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-
kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana 
berdasarkan penemuan-penemuan tersebiut dapat diambil tindakan untuk 
memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang. 
Dua prinsip pokok yang merupakan suatu condition sine quanon bagi suatu 
sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dab adanya 
pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan. 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengawasan 
adalah suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan, 
memastikan dan menjamin baahwa tujuan dan sasaran serta kegiatan 
organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan 
standar, rencana, intruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 
perusahaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang 
diperlukan sumber daya yang paling efektif dan efesien dalam mencapai 
tujuan perusahaan. 
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengawasan 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengawasan, diantranya 
yaitu: 
a. Perubahan lingkungan 
Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus 
dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing 
baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi 
perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan organisasi, 
sehingga mampu menghadapi tantagan atau memanfaatkan kesempatan 
yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. 
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b. Peningkatan kolektifitas organisasi 
Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang 
lebih formal dan hati-hati. 
c. Kesalahan-kesalahan 
Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapar 
secara sederhana melakukan pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota 
organisasi-organisasi sering melakukan kesalahan. 
d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang 
Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada karyawan, kepada 
bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang.
49
 
3. Jenis-jenis Kebijakan Pengawasan 
Ada tiga jenis dasar kebijakan pengawasan yaitu:
50
 
a) Pengawasan pendahuluan 
Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau 
penyimpangan- penyimpangan dari standar atau tujuan dan memunkinkan 
koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. 
b) Pengawasan “concurrent” 
Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari 
suatuproduser harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu 
sebelum kegiatan-kegiatan bias dilanjutkan, atau menjadi semacam 
peralatan“double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan 
suatu kegiatan. 
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c) Pengawasan umpan balik 
Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. 
Ada empat jenis pengawasan yaitu:
51
 
a) Pengawasan melekat 
Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang 
terus menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya, secara preventif 
dan refresif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara 
efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b) Pengawasan fungsional 
Setiap upaya pengawasan dilakukan oleh aparat yang ditujuk 
khusus untuk melakukan audit secara bebas terhadap objek yang 
diawasinya. Aparat wasnal melakukan tugas berupa pemeriksaan, 
verifikasi, komfirmasi, survey, penilaian, audit, dan pemantauan. 
c) Pengawasan masyarakat 
Pengawasan yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan 
suatu kegiatan pengawasan masyarakat berbentuk control masyarakat 
terhadap pengelolaan sumber daya organisasi. 
d) Pengawasan legislatif 
Pengawasan ini mengawasi tata cara penyelenggaraan perintah dan 
keuangan Negara, pengawasan legislatif merupakan pengawasan politik 
terhadap eksekutif. 
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4. Indikator Kebijakan Pengawasan 
Yang menjadi indikator pengawasan adalah:52 
a. Akurat 
Informasi tentang pelaksanaan harus akurat, data yang tidak akurat 
dari sistem pengawsan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan 
koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya 
tidak ada. 
b. Tepat waktu 
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi, 
secepatnya bila kegiatan perbaikan dilakukan segera. 
c. Objektif dan menyeluruh 
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. 
d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi 
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian bidang dimana 
penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang 
mengakibatkan kerusakan paling fatal. 
e. Realistik secara ekonomis 
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau 
paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. 
f. Realistik secara organisasional 
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-
kenyataan organisasi. 
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g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi 
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja 
organisasi. 
h. Fleksible 
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan 
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari 
lingkungan. 
i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional 
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi 
ataupun deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya 
diambil. 
j. Diterima para anggota 
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja 
para anggota organisasi dengan mendorong prasarana otonomi, tanggung 
jawab dan berprestasi. 
 
C. Kedisiplinan Nasabah 
1. Defenisi Kedisiplinan Nasabah 
Kedisiplinan adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 
tingkah laku seseorang, kelompok masyarakat berupa ketaatan (obedience) 
terhadap peraturan, norma yang berlaku dalam perusahaan. Selain itu 
kedisiplinan kesadaran dan ketaatan seseorang terhadap peraturan 
perusahaan/lembaga dan norma sosial yang berlaku.
53
 Sedangkan nasabah 
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adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk memenuhi 
standart kualitas tertentu dan arena itu akan memberikan pengaruh pada 
performansi kita atau perusahaan. Kepuasan pelanggan menurut Guiltinan 
adalah konsekuensi dari perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan yang 
membandingkan antara tingkatan dari manfaat yang dirasakan terhadap 
manfaat yang diharapkan oleh pelanggan.
54
 
Dari beberapa pendapat itu dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan 
nasabah adalah sikap ketaatan, kesetiaan dan kesadaran seseorang atau 
sekelompok orang terhadap peraturan tertulis atau tidak tertulis yang tercermin 
dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan pada suatu organisasi untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. 
2. Jenis-jenis Kedisiplinan Nasabah 
Menurut Terry ada beberapa jenis-jenis disiplin kerja, adapun hal 
tersebut antara lain:
55
 
a. Self Dicipline. Self dicipline yaitu disiplin yang timbul dari diri sendiri 
atas dasar kerelaan, kesadaran dan bukan timbul atas dasar paksaan. 
Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan 
telah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang akan tergugah 
hatinya untuk sadar dan secara sukarela mematuhi segala peraturan yang 
berlaku. 
b. Command Dicipline. Command dicipline yaitu disiplin yang timbul 
karena paksaan, perintah dan hukuman serta kekuasaan. Disiplin ini 
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tumbuh bukan dari perasaan ikhlas, akan tetapi timbul karena adanya 
paksaan/ancaman orang lain. 
3. Indikator Kedisiplinan Nasabah 
Menurut Soejono indikator dari disiplin kerja adalah:
56
 
a. Ketepatan waktu. 
Dalam hal ini dimisalkan para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib 
dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik. 
b. Menggunakan peralatan kantor dengan baik. Sikap hati-hati dalam 
menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukkan bahwa seseorang 
memiliki disiplin kerja yang baik, sehinga peralatan kantor dapat terhindar 
dari kerusakan. 
c. Tanggung jawab yang tinggi. Pegawai yang senantiasa menyelesaikan 
tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggung 
jawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan memiliki disiplin. 
d. Ketaatan terhadap aturan kantor. Sebagai contohnya pegawai memakai 
seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, 
membuat ijin bila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan dari 
disiplin yang tinggi. 
e. Berdasarkan teori di atas maka komponen yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini adalah : 
- Ketepatan waktu. 
- Pemanfaatan sarana. 
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- Tanggungjawab kerja. 
- Ketaatan terhadap aturan instansi. 
4. Kedisiplinan Menurut Ekonomi Islam 
Pada dasarnya sikap disiplin membayar angsuran pada nasabah yaitu 
membayar dengan menaati aturan-aturan yang ada pada lembaga keuangan 
yang telah ditetapkan oleh pihak bank dimana nasabah yang menggunakan 
produk pembiayaan dalam membayar angsuran setiap bulannya harus sesuai 
dengan aturan yang telah disepakati. Hal ini apabila dilihat dalam pandangan 
Islam dimana seseorang yang membayar angsuran pembiayaan setiap 
bulannya secara disiplin berarti sudah dapat melaksanakan amanah yang telah 
diberikan oleh orang banyak dengan baik.  
Disiplin adalah sikap mental untuk bisa mematuhi peraturan dan 
bertindak sesuai peraturan secara suka rela. Selain itu ada penjelasan isi Al- 
Quran yang lain menyatakan bahwa orang yang dapat menjaga ketaatan dan 
amanat dari orang banyak berarti sudah bisa bertanggung jawab atas tugas 
pokoknya. 
Selanjutnya disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-
Qur’an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada 
peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surat An-Nisa ayat 59: 
                       
                          
         
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.57 
 
Kemudian dalam surah al-Ashr ayat 3: 
                      
Artinya:  “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 
dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 
menasehati supaya menetapi kesabaran”.58 
 
Menurut Kohlberg (dalam Widodo, 2013) aspek dari kedisiplinan 
meliputi: 
a. Kontrol diri. 
b. Taat. 
c. patuh pada peraturan 
d. dapat dipercaya. 
Menurut al-Hasyimi (2009) Perilaku yang baik taat kepada ajaran 
agama merupakan suatu sikap disiplin, sebagai contoh, yaitu: berperilaku 
jujur, pemberani, menepati janji dan amanah. 
a. Perilaku jujur 
Perilaku jujur adalah sealalu berkata dengan benar dan berperilaku 
sesuai dengan kenyataan atau realita yang dilihat oleh orang yang 
mengatakannya meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Dalam Al-
Qur’an Allah SWT juga meminta kaum beriman untuk bergabung bersama 
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orang-orang yang benar dan jujur, Firman Allah Swt dalam surah at-
Taubah ayat 119 yaitu: 
                 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.59 
 
b. Pemberani 
Pemberani adalah suatu perilaku yang berani menyuarakan 
kebenaran, membela ajaran dan aqidah Islam walaupun harus menghadapi 
konskuen yang sangat berat. Hal ini berarti dalam bekerja harus berani 
membela mana yang benar dan membela segala aturan yang telah 
ditetapkan oleh organisasi walaupun harus menghadapi segala rintangan 
atau konskuen yang berat. Dalam isi Al-Quran dijelaskan tentang berani 
membela kebenaran yaitu: Firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 41: 
                     
          
Artinya:  “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan 
maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu 
di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, 
jika kamu Mengetahui”. 
 
c. Menepati janji 
Menepati janji adalah melakukan apa yang wajib bagi seorang 
hamba berupa menjaga dan menunaikan janji, baik janji itu tertulis secara 
resmi maupun berupa ucapan atau bukan merupakan sesuatu yang 
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disepakati, akan tetapi sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh 
seseorang sesuai dengan tuntunan fitrah, akal sehat dan nurani yang hidup. 
Orang-orang yang yang menghiaskan sifat selalu menepati janji menempti 
kedudukan orang-orang yang berakal, cerdas dan bijaksana, seperti yang 
dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman Nya: 
                          
                   
Artinya:  “Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang 
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan 
orang yang buta? hanyalah orang-orang yang berakal saja 
yang dapat mengambil pelajaran, (yaitu) orang-orang yang 
memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian”. 
 
Bahkan Allah SWT menjadikan sifat menepati janji sebagai salah satu 
medium yang bisa digunakan oleh para hamba yang selalu menepati janji 
untuk meraih apa yang telah dijanjikan Nya kepada mereka. Allah SWT 
berfirman: 
                          
        
Artinya:  “Hai Bani Israil ingatlah akan nikmat-Ku yang Telah Aku 
anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaKu niscaya 
Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan Hanya kepada-Ku-lah kamu 
harus takut (tunduk)”. 
 
Allah SWT juga berfirman dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 34: 
                            
        
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Artinya:  “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 
penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya”.60 
 
D. Pembiayaan 
Menurut Veithzal Riva’i61 istilah pembiayaan merupakan, I believe, I 
trust, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan 
pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan 
selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk 
melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan 
benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan 
saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
Sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 29: 
                         
                           
Artinya:   “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.62 
 
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 
merupakan defisit unit.
63
 Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang 
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang 
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telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 
pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 
yang telah direncanakan.
64
 
Menurut Sumar’in65,  pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok 
bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 
pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut Muhammad pembiayaan 
dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang 
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu 
dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedang dalam arti 
sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga 
pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. 
Jenis pembiayaan pada Bank Islam, dialokasikan dalam bentuk 
pembiayaan sebagai berikut :
66
 
a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 
- Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanaman dana 
dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan 
pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah 
yang telah disepakati sebelumnya. 
- Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana 
atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu 
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usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana 
atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 
b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan 
dengan prinsip ini meliputi : 
- Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan 
nasabah, dimana Bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh 
nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan 
sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan 
yang disepakati antara Bank Islam dan nasabah.
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- Pembiayaan Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara 
pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga 
terlebih dulu. 
c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini 
diklasifikasikan menjadi pembiayaan : 
- Pembiayaan Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang 
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. 
- Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina adalah perjanjian 
sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan 
kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak 
penyewa. 
Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas 
pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan :  
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Menurut Veithzal Rifa’i 68 , pinjaman Qardh atau talangan adalah 
penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam yang 
mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara 
cicilan dalam jangka waktu tertentu. 
 
E. Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 
      Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN 
      Pertama   : Ketentuan Pembiayaan 
a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang 
disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu 
usaha yang produktif. 
b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal 
(pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu 
proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) 
bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 
c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan 
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan 
pengusaha). 
d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha 
yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan 
syari‟ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen 
perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan. 
e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas 
dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 
f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua 
kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib 
(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, 
atau menyalahi perjanjian. 
g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak 
ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari 
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat 
dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 
bersama dalam akad. 
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h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan 
mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS 
dengan memperhatikan fatwa DSN.  
i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 
j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan 
kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap 
kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau 
biaya yang telah dikeluarkan. 
    Kedua  : Rukun dan Syarat Pembiayaan : 
a. Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) 
harus cakap hukum. 
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para 
pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam 
mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-
hal berikut: 
1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat 
kontrak. 
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui 
korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara 
komunikasi modern. 
c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan 
oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha 
dengan syarat sebagai berikut: 
1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. 
3. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset 
tersebut harus dinilai pada waktu akad. 
4. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus 
dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap 
maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 
d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat 
sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini 
harus dipenuhi: 
1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 
disyaratkan hanya untuk satu pihak. 
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati 
dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari 
keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus 
berdasarkan kesepakatan. 
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 
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kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan 
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai 
perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia 
dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: 
1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa 
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak 
untuk melakukan pengawasan. 
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam 
dalam tindakannya yang berhubungan dengan 
mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang 
berlaku dalam aktifitas itu. 
 
    Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan 
a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 
b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah 
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. 
c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, 
karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad 
alamanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, 
atau pelanggaran kesepakatan. 
d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
 
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H  
4 April 2000 M 
 
F. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu adalah penelitian yang digunakan sebagai 
perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan 
menguatkan bahwa penelitian yang diteliti adalah belum diteliti oleh orang 
lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan 
adalah: 
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1. Penelitian Btara Putra Riyanto. Dengan judul penelitian pengaruh motivasi 
kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Bank Tabungan 
Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan Bank Tabungan Negara Yogyakarta, 
pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Bank Tabungan 
Negara Yogyakarta, dan pengaruh motivasi kerja dan displin kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan Bank Tabungan Negara Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja dan 
disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 
2. Penelitian Widiatmayanti yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Gaya 
Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi terhadap Kedisiplinan Kerja 
Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah 
Semarang, memiliki kesimpulan bahwa motivasi kerja dan gaya 
kepemimpinan dan budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap Kedisiplinan Kerja Karyawan, hal ini 
menunjukkan bahwa semakin rendah motivasi kerja, gaya kepemimpinan 
dan budaya organisasi maka akan turun tingkat Kedisiplinan Kerja 
Karyawan yang diperoleh.  
3. Penelitian Muhammad Habib Siregar, dengan judul penelitian pengaruh 
pengawasan dan motivasi terhadap kedisiplinan nasabah pada PDAM 
Tirtanadi Pusat Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan dan motivasi terhadap 
kinerja karyawan pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara di kantor pusat. 
Penelitian ini menggunakan pendekatanan alisis kuantitatif, pendekatan 
kuantitatif dalam penelitian ini data yang telah di dapat berwujud angka-
angka yang dapat dihitung jumlahnya.Pengumpulan data berasal dari 
wawancara dengan salah satu karyawan tetap di PDAM Medan serta 
pengumpulan beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja 
secara signifikan, hal ini terlihat pada uji t dimana t hitung 2,938 lebih 
besar dari t tabel 1,689 dengan signifikansi 0,035 dan dengan nilai 
koefisien sebesar 0,189. 
 
 
